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DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK
Nama Penyusun : Harnia
NIM : 10200108020
Judul Skripsi : “ Analisis Penerapan Murabahah Pada Pembiayaan
Hunian Syariah Muamalat (Studi pada Bank Muamalat
Makassar )
Skripsi ini berjudul “ Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan
Hunian Syariah Muamalat ( Studi pada Bank Muamalat Makassar ). Berdasarkan
judul di atas maka penulis membagi pokok permasalahan menjadi dua rumusan
masalah yaitu 1.) Apakah pembiayaan Hunian Syariah Muamalat ditinjau dari aspek
akad, uang muka dan iuran perbulan sudah sesuai dengan Prinsip Murabahah? 2.)
Apa  hambatan penerapan sistem Murabahah dalam perbankan syariah?. Berdasarkan
rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah dilihat
pada aspek Akad, Uang Muka dan Iuran Perbulan, yang merupakan salah satu produk
pembiayaan pada Bank Muamalat Makassar dan untuk mengetahui bagaimana
hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem murabahah pada perbankan Syariah
khususnya pada Bank Muamalat Makassar sebagai objek penelitian.
Sementara kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan
yang berharga kepada jajaran karyawan/karyawati Bank Muamalat Makassar
mengenai Sistem Murabahah dalam Islam dan untuk memberikan saran mengenai
penerapan Murabahah dalam bidang perbankan. Sementara bagi masyarakat atau
yang membaca skripsi ini dapat memberikan pengetahuan mengenai produk
pembiayaan Hunian Syariah Muamalat dan penerapan sistem Murabahah pada
Perbankan Syariah. Masalah ini kemudian dibahas dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan pendekatan-pendekatan syariat dan sosiologis.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan sistem
murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat dilihat dari aspek akad, uang
muka, dan iuran perbulan telah sesuai dengan Prinsip Syarit Islam.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase
peningkatan yang begitu tajam setelah diberlakukannya Undang-undang yang
mengatur tentang perbankan yakni Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang
kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah. Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu produk
layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. 1
Dari sekian produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah, Murabahah masih
mendominasi pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. Murabahah adalah
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)
yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 2
Ada berbagai alasan mengapa Murabahah lebih banyak digunakan ketimbang
produk lainnya. Sebab dalam pembiayaan muarabahah seperti misalnya pembiayaan
kepemilikan rumah, nasabah sudah dapat mengetahui kewajiban yang harus
dibayarkannya sesuai dengan akad dan jumlah yang dibayarkan selalu tetap.
1 Cecep Maskanul Hakim, Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia ( Cet. I;Banten : Shuhuf Media Insani, 2011), h. 71.
2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan ( Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2008 ), h. 113.
Pembiayaan Hunian Syariah merupakan salah satu produk pada bank
Muamalat yang menggunakan sistem Murabahah pada operasionalnya. Pembiayaan
hunian syariah ini merupakan pembiayaan yang disediakan untuk memberikan
pembiayaan kepada nasabah untuk kepemilikan rumah.
Dalam pelaksanaan sistem Murabahah diperbankan syariah khususnya dalam
pembiayaan kepemilikan rumah, perlu mendapat peninjauan lebih lanjut. Diketahui
bahwa sistem Murabahah dapat kita lihat dari aspek akad, uang muka dan iuran
perbulan. Bagaimana kemudian penerapan ketiga aspek ini dalam perbankan syariah
ketika diterapkan. Akad dalam suatu bentuk kerjasama mutlak ada karena akad ini
menjadi legalitas dari kedua belah pihak. Dan uang muka diberikan di awal akad
sebagai tanda jadi akan suatu pembelian serta iuran perbulan ini merupakan
kewajiban pembeli atas barang yang dibelinya ketika barang tersebut tidak dibeli
secara tunai.
Permasalahan kemudian adalah  bagaimana penerapan aspek akad, uang muka
dan iuran perbulan ini dalam perbankan Islam. Apakah penerapan ketiga aspek ini
dalam sistem murabahah telah sesuai dengan konsep Murabahah dalam Islam?
sedangkan dalam Al Quran Allah swt berfirman




.....
Terjemahan :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.... (QS.Surah An Nisa :
29)3
Dalam terjemahan Ibnu Katsir mengenai penafsiran ayat ini yakni Allah swt
melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta secara bathil dan cara-cara
mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan
yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan
sesuai dengan hukum syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya
itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang
telah digariskan oleh syariat Allah. 4
Misalnya sebagaimana digambarkan dalam hadits Dari Hakim bin Nizam
berkata Rasulullah saw bersabda “ Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih
selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang, maka
keduanya mendapat berkah dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikannya
dan berdusta maka dihapuslah berkah jual belinya. (HR.Bukhari dan Muslim ).5
Dengan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian pada perbankan syariah yakni Bank Muamalat Makassar dengan
3 Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, hal. 83.
4 H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Terjemahan Singkat Ibnu Katsir Jilid II. Cet . I ; Ed :
Malaysia. Kuala Lumpur : Victory Agency, h.  361.
5 Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shahih Bukhari Muslim. Cet. I ; Bandung : Jabal, h. 279.
mengaangkat judul “ Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan
Hunian Syariat Muamalat (Studi Pada Bank Muamalat Makassar)
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan
masalah yang dikemukakan adalah
1. Apakah pembiayaan Hunian Syariah Muamalat ditinjau dari aspek
akad, uang muka dan iuran perbulan sudah sesuai dengan Prinsip
Murabahah?
2. Apa hambatan penerapan sistem Murabahah dalam perbankan syariah?
Untuk menjaga agar pembahasan tidak keluar pada pemikiran awal, penulis
menetapkan batasan masalah pada pembiayaan Hunian Syariah yakni ditinjau dari
aspek akad, uang muka dan iuran perbulan. Ketika aspek ini yang kemudian akan
penulis uraikan apakah pada sistem murabahah ditinjau dari aspek akad, uang muka
dan iuran perbulan pada produk pembiayaan hunian syariah telah sesuai pada prinsip
Murabahah dalam Islam. Untuk mempermudah penulis menggunakan data primer,
dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada pihak yang
bersangkutan dalam hal ini karyawan Bank Muamalat Makassar yang menangani
bidang pembiayaan khususnya produk Pembiayaan Hunian Syariah.
C. Pengertian Judul
Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang tema skripsi ini, berikut
dikemukakan beberapa istilah penting disertai dengan pengertian secara keseluruhan
diantaranya :
1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk
mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah yang
dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 6
2. Penerapan adalah pemasangan, pengenaan. 7
3. Sistem adalah sekelompok bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-
sama untuk melakukan suatu maksud.8
4. Pembiayaan adalah suatu proses pemberian sesuatu kepada pihak lain berupa
uang atau benda dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas.9
5. Hunian syariah muamalat adalah produk pembiayaan yang terdapat pada Bank
Muamalat yang dapat membantu nasabah untuk memiliki rumah (ready
stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR
dari bank lain.10
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III ;Jakarta : Balai
Pustaka, 2001), h. 38.
7 Ibid., h. 572.
8 Ibid., h. 955
9 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet I ; Karya Abditama, 2010), h. 89.
10 www.muamalatbank.com ( 20 Januari 2012 )
6. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul
(penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban
masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.11
7. Uang muka adalah sebagaian uang yang dibayarkan sebagai harga yang
disepakati dalam akad jual beli atau sewa menyewa yang dibayarkan di awal.12
8. Iuran perbulan adalah kontribusi dana yang dibayarkan setiap bulan atas
pembelian suatu barang dengan cara cicilan atau kredit. 13
Setelah penulis memberikan pengertian kata demi kata yang dianggap penting
yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa judul “
Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat
ini berarti penerapan sebuah konsep murabahah yang merupakan jual beli barang
dengan tambahan harga asal untuk mendapatkan keuntungan dimana konsep seperti
ini diterapkan dalam bidang perbankan untuk produk Pembiayaan Hunian Syariah
pada Bank Muamalat Makassar.
D. Tinjauan Pustaka
Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah dan memiliki bobot yang tinggi
maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang
terealisasinya skripsi ini.
11 M. Nadratuzzaman Hosen dan Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah (
Cet. I ; Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008 ), h. 2.
12 Ibid, .95.
13Ibid, .34.
Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini
merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan yang
dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini sehingga tidak mengambang jauh.
Adapun buku-buku yang menjadi referensi antara lain :
1. Ir. Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan,
pembiayaan murabahah ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para
sahabatnya. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa
pesanan. 14
2. Yusak Laksamana, Panduan Account Officer Bank Syariah, kaidah jual beli
dalam murabahah adalah harga jual beli yang telah disepakati tidak dapat
berubah. Sehingga selama dalam jangka waktu transaksi, kewajiban
pembeli berupa pembayaran angsuran tidak akan mengalami perubahan
nominal. 15
3. Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia
Implementasi dan Aspek Hukum, pembiayaan Murabahah secara prinsip
merupakan saluran penyaluran dana bank syariah dengan cepat dan mudah,
dimana bank syariah mendapat profit yaitu margin dari pembiayaan serta
mendapatkan fee based income (administrasi, komisi asuransi dan komisi
notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah merupakan
14 Adiwarman A. Karim.,op. cit., h. 113.
15 Yusak Laksamana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah (PT. Elex Media
Komputindo , 2009 ), h. 67.
alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan bagi nasabah dalam
bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti
pembelian dan renovasi bangunan, pembelian barang produktif dan
pengadaan barang lainnya. Disini nasabah akan mendapatkan peluang untuk
mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah
selama masa perjanjian.16
4. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, dalam Bai al
Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yg ia beli dan
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.17
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam akad pembiayaan murabahah
lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila
kedua belah pihak bersepakat dan jumlah uang muka ditentukan
berdasarkan kesepakatan.
Keseluruhan dari referensi di atas menjelaskan bahwa sistem Murabahah
sebagai suatu sistem jual beli dimana terdapat suatu barang yang diperjualbelikan.
Barang tersebut dijual oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dengan tambahan
keuntungan pada harga asal. Dalam hal ini pembeli dan penjual dapat bernegoisasi
untuk menetapkan harga barang yang di inginkan.
16 Rahmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek
Hukum (Cet. I; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 177.
17 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta : Gema Insani,
2001) , h. 101.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat ditinjau
dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan sudah sesuai dengan Prinsip
Muarabahah.
b. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam penerapan sistem
Murabahah dalam Perbankan Syariah.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi Bank Muamalat Makassar
Untuk memberikan masukan yang berharga kepada jajaran
karyawan/karyawati Bank Muamalat Makassar mengenai Sistem Murabahah
dalam Islam dan untuk memberikan saran mengenai penerapan Murabahah
dalam bidang perbankan.
b. Bagi Masyarakat
Untuk memeberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sistem
Murabahah yang dapat dipilih oleh nasabah ketika ingin mengajukan
pembiayaan untuk kepemilikian Rumah pada Bank Muamalat Makassar
serta memeberikan dorongan kepada masyarakat untuk menggunakan
produk-produk perbankan pada Bank Muamalat Makassar khususnya produk
Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat.
c. Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, dan juga menambah
pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang
telah diperoleh.
F. Garis Besar Isi
Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis-
garis besar isi skripsi.
Bab I Merupakan pendahuluan. Dari bab ini dikemukakan latar belakang
masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, kajian pustaka, tujuan dan
kegunaan penelitian serta garis-garis besar isi skripsi.
Bab II, sebagai tinjauan umum dari tema skripsi. Oleh karena itu,bab ini
khusus membahas secara umum tentang dasar Perbankan Syariah dan Murabahah
Bab III, penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini. Bab ini meliputi penentuan lokasi penelitian, teknik pendekatan,
teknik pengelolaan dan analisis data dan dalam pengumpulan data digunakan Library
Research (Kepustakaan), yaitu mengumpulkan dan membawa buku-buku yang ada
hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan tinjauan lapangan
langsung di Bank Muamalat Makassar.
Bab IV adalah bab tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai
penerapan sistem Murabahah pada pembiayaan Hunian Syariah pada aspek akad,
uang muka, dan iuran perbulan pada Bank Muamalat Makassar.
Bab V adalah bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari
penelitian yang telah dilakukan.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Dasar Perbankan Syariah
1.1. Pengertian Bank syariah
Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan
pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank Islam
adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah
juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan
produknya dikembangkan berlandaskan Al Quran dan hadits Muhammad saw. Syafi’i
Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu, Bank Islam
dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang
beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya
mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Quran dan hadits. Bank yang beroperasi sesuai
dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-
ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara
Islami. 18
18 Sulhan dan Ely Siswanto. Manajemen Bank Konvensional dan Syariah. (Cet. I; Malang :
UIN Malang,  2008), h. 125.
1.2. Latar belakang lahirnya bank syariah
Alasan mendasar lahirnya bank syariah adalah berkaitan dengan masalah
keyakinan berupa unsur riba, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha.
Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada selama ini
dianggap sebagai bentuk transaksi yang dalam agama Islam banyak mengandung
unsur haramnya. Bunga diyakini mengandung unsur riba karena dalam sistem bunga
terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam dana untuk
membayar lebih dari apa yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam
mengalami keuntungan atau kerugian.
Secara konseptual, riba sering diposisikan secara berseberangan dengan
perdagangan, artinya setiap penambahan yang diambil atas harga pokok tanpa adanya
transaksi bisnis dapat diartikan sebagai riba. Secara operasional, sistem bunga dapat
dianggap sama dengan riba karena beberapa karakteristik sistem bunga yang
mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Karakteristik sistem bunga  yang
mengandung ketidakadilan dan eksploitasi diantaranya pemilik dana selalu untung,
tambahan berdasarkan persentase tertentu dari modal dan bersifat tetap, pembayaran
bunga tidak meningkat meskipun keuntungan berlipat dan lain-lain. 19
Ascarya mengemukakan bahwa prinsip syariah yang dipakai sebagai landasan
operasional bank syariah diantaranya20 :
19 Ibid,. h. 126.
20 Ibid,. h. 127.
a. Bebas dari bunga (riba)
Bunga diartikan sebagai tambahan yang harus dibayarkan oleh debitur
kepada kreditur disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan
sebelumnya atas setiap pinjaman. Dalam pengertian ini bunga dianggap
sama dengan riba, riba juga sering diartikan sebagai pengembalian
tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.
b. Bebas dari kegiatan judi dan maysir
Maysir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja
keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Tidak diperkenankan dalam
sistem syariah seseorang melakukan sesuatu yang bersifat spekulatif
dengan keuntungan besar, risiko besar, dan dengan tanpa melakukan
usaha yang keras serta bermanfaat.
c. Bebas dari gharar
Secara harfiah gharar berarti bencana, bahaya, risiko dan sejenisnya.
Gharar artinya menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan
tanpa mengetahui dengan pasti akibat dan resiko yang dihadapi. Seperti
transaksi-transaksi berikut :
a. Penjualan barang yang belum ditangan penjual.
b. Penjualan di masa datang.
c. Penjualan yang sulit dipindahtangankan.
d. Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya.
e. Penjualan yang menguntungkan satu pihak.
d. Bebas dari hal-hal yang rusak (bathil)
Dalam transaksi syariah tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak
memberi manfaat pada masyarakat apalagi yang merusak.
e. Hanya membiayai kegiatan yang halal
Usaha dengan prinsip syariah hanya diperbolehkan pada usaha-usaha
yang tidak diragukan kehalalannya baik secara formal maupun
substansial. Misalkan melakukan jual beli barang curian, jual beli produk
yang tidak bersertifikat halal.
1.3. Perbedaan Prinsip antara Bank Syariah dan Konvensional
Tabel 1.1 Prinsip antara Bank Syariah dan Konvensional
No Pokok-pokok
Perbedaan
Sistem Konvensional Prinsip Syaraiah
1. Dasar
perjanjian penentuan
bunga/imbalan
Tidak berdasarkan
keuntungan/kerugian
Berdasarkan
keuntungan/kerugian
2. Dasar perhitungan
bunga/imbalan
Persentasi tertentu
dari total dana yang
dipinjamkan pada
nasabah
Besarnya nisbah bagi
hasil didasarkan atas
jumlah keuntungan
yang diperoleh nasabah
3. Kewajiban
pembayaran bunga
a. Harus terus
dilakukan
meskipun
usaha
nasabah rugi
b. Besarnya
pembayaran
a. Dilakukan jika
nasabah untung,
jika rugi
ditanggung
bersama.
b. Besarnya
imbalan berubah
bunga tetap
meskipun
keuntungan
nasabah lebih
besar
sesuai
keuntungan
4. Persyaratan jaminan
pembiayaan
Berupa barang/harta
nasabah
Tidak mutlak
5. Obyek pembiayaan Jenis usaha tidak
dibedakan asal
memenuhi
persyaratan
Jenis usaha yang
dibiayai harus sesuai
syariah
6. Pandangan sistem
syariah terhadap
sistem bunga
Penggunaan bunga
kepada debitur
dianggap haram
Pembayaran imbalan
berdasarkan bagi hasil
sifatnya halal
1.4. Asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah
Asas,tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam Ikhtisar Undang -Undang
No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu21
Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi
ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah
adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan
menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi
ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan,
pemerataan dan kemanfaatan.
21 Ikhtisar Undang –Undang  No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 2.
Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional. Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan
penyaluran dana masya rakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu dalam bentuk
lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya
untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan dalam bentuk lembaga keuangan
syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke
pengelola (nazhir) yang ditunjuk.
B. Regulasi Perbankan Indonesia dan Kedudukan Bank Islam
a. Periode Undang-Undang No.10 Tahun 1998
Pada tahun 1998, dikeluarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-
undang ini terdapat perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi
pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dari Undang-undang tersebut dapat
disimpulkan bahwa perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebgai berikut
:22
1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak
menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah
yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana
masyarkat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang
22 Wirdyaningsih, et al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Edisi. I (Cet. II; Jakarta :
Prenada Media, 2006 ), h. 53.
selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang
menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan
prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah
hubungan antara investor yang harmonis (mutual investor relationship).
Sementara bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan
debitur-kreditur.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki
beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga
yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak
produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih
memerhatikan unsur moral.
Undang-undang ini juga memberikan penegasan terhadap konsep perbankan
Islam dengan mengubah penyebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”, menjadi
“Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini
kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam
bentuk Surat kepetusan Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum
yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di
Indonesia. 23
b. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
23 Ibid, h. 54
Sebagai bank yang dasar operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dengan
dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
semakin mempertegas landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di
Indonesia. Dalam kaitannya dengan jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran
dana dan larangan  bagi bank syariah dan UUS di atur dalam Undang-Undang
tersebut.
Bank Syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS serta UUS, pada dasarnya
melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan
penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan
lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS
didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan
prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai
variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan
produk bank konvensional. 24
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk
melakukan kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank
Indonesia (Pasal 22). Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan
prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara seksama,
agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan
24 Ibid, h. 4.
nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas
kesesuaian dengan prinsip syariah.25
Secara umum Bank Syariah dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan
usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham
secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah. Bagi BPRS, selain larangan di atas, juga dilarang
untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing. Seluruh kegiatan usaha
bank syariah dan UUS pada dasarnya wajib sesuai dengan prinsip syariah yang
difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Penuangan prinsip syariah yang telah
difatwakan dimaksud ke dalam Peraturan Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank
Indonesia yang dibantu oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). KPS sendiri dibentuk
oleh Bank Indonesia yang terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan
unsur masyarakat lainnya yang memiliki keahlian di bidang syariah.26
C. Konsep Murabahah dalam Ekonomi Islam
Al Murabahah berasal dari kata bahasa arab al ribh (keuntungan). Ia dibentuk
dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa’alat yang mengandung arti saling. Oleh
karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminologi,
ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif.
25 Ibid, h. 5.
26 Ibid, h. 6
Menurut Ahmad al Syaisy al Qaffal al murabahah adalah tambahan terhadap
modal. Bagi al Sayid Sabiq muarabahah adalah penjualan barang seharga pembelian
disertai keuntungan yang diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari
nilai harga beli. Sementara menurut al Syairazy, murabahah adalah penjualan di mana
penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya dan ia meminta
keuntunagn kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al
Zuhaily menjelaskan al Murabahah ialah penjualan dengan harga yang sama dengan
modal disertai tambahan keuntungan. 27
Beberapa ulama yang meneliti berbagai bentuk jual beli, membaginya menjadi
4 jenis, yaitu:28
• Jual beli musawamah terkadang disebut juga jual beli mumakasah atau jual
beli mukaayasah.
• Jual beli muzayadah.
• Jual beli murabahah.
• Jual beli amanah.
Namun, sebagian ulama yang lain, mengkategorikan jual beli murabahah ke
dalam jenis jual beli amanah, sehingga jual beli amanah terbagi menjadi 3 jenis,
yaitu:
• Jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan adanya tambahan
27 Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah  Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam
Peraturan Perundang-undangan ( Cet, I ; Bandung : PT Refika Aditama, 2011), h. 225-226.
28 www.wahonot.wordpress.com (15 Februari 2012).
keuntungan dari harga pokok.
• Jual beli wadli’ah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih rendah
dari harga pokok.
• Jual beli tauliyah, yakni menjual barang tanpa memperoleh untung
ataupun rugi.
Ketiga bentuk jual beli di atas termasuk jual beli amanah, karena adanya unsur
kepercayaan (al itman) dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dari
pemilik barang mengenai harga beli barang yang akan dijualnya. Sehingga hakikat
dari jual beli murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang dengan mengetahui
modal penjual ketika membeli barang itu, dan keuntungan yang diperolehnya tatkala
menjualnya kepada pihak lain, jual beli ini dinamakan juga jual beli salam secara
tunai. Allah swt berfirman dalam Al Quran

....
Terjemahan :
.... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba......( QS.Al Baqarah :275)29
Dalam terjemahan Ibnu Katsir Jilid I mengenai penafsiran ayat di atas adalah
Allah menyatakan bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak
29 Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, hal. 47.
dalam hidupnya ditengah masyarakat melainkan bagaikan orang kesurupan setan,
sebab tak akan tenang sesudah menghisap darah dan kekayaan dengan cara yang
sekejam-kejamnya karena selalu sasarannya orang-orang yang berhajat bantuan
hutang piutang. Lebih-lebih kelak bila bangkit dari kubur di hari kiamat bagaikan
orang kesurupan yang dipermainkan setan. 30
Contoh bentuk jual beli ini adalah sebagai berikut, pemilik barang berkata
kepada pembeli, “Modal yang aku keluarkan ketika membeli barang ini adalah 100
riyal dan aku jual kepadamu dengan mengambil untung sebesar 10 riyal”.
Demikianlah makna murabahah yang dipakai oleh para ulama fiqih terdahulu,
sehingga tatkala mereka menyebutkan perkataan semisal, “Aku beli barang ini secara
murabahah” atau “Aku jual barang ini secara murabahah”, maka yang mereka
maksudkan adalah murabahah dengan pengertian yang telah dimaksudkan
sebelumnya.
Dalam murabahah tersebut harus terpenuhi syarat sebagai berikut :
1. Mengetahui harga pokok , dalam jual beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga
pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
2. Mengetahui keuntungan, hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si
pembeli, karena marginkeuntungan tersebut termasuk bagian dari harga. Sedangkan
mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
30 H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Terjemahan Singkat Ibnu Katsir Jilid I. Cet . I ; Ed :
Malaysia. Kuala Lumpur : Victory Agency, h. 496.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang baik pada
waktu jual beli dengan penjual dan penjual pertama atau setelahnya. Jual beli murabahah
merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual
untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa ada bukti tertulis. Atau
dengan kata lain dalam menjual tidak boleh ada yang berkhianat.
4. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
5. Kontrak harus bebas dari riba.
6. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian.
7. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
D. Praktek Murabahah dalam Perbankan
Pembiayaan muarabahah yang umum dipraktikkan pada perbankan syariah di
Indonesia memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Berkenaan dengan
pembiayaan murabahah dalam kegiatan perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan
Fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang menetapkan pedoman
bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah. Adapun ketentuan pembiayaan
murabahah yang telah dirumuskan DSN dalam fatwanya Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :31
a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
31 Rahmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan
Aspek Hukum ( Cet,  I ; Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009 ), h. 179.
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri
dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip menjadi milik bank.
b. Ketentuan murabahah kepada nasabah
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah
harus menerima (membelinya) sesuai denagn perjanjian yang telah
disepakati karena secara hukum perjanjian terebut mengikat, kemudian
kedua belah pihak harus melakukan kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
barang bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
c. Jaminan dalam murabahah
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan
pesanannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan
sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan.
Jaminan itu muncul karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo
sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat
dipegang.
d. Utang dalam murabahah
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah
dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali
barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban
untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir,
ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap
harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.
e. Penundaan pembayaran dalam murabahah
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan
melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan
melalui musyawarah.
f. Bangkrut dalam murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya,
bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau
berdasakan kesepakatan.
Sejalan dengan ketentuan dalam fatwa DSN terhadap ketentuan murabahah,
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005
menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan berdasarkan akad murabahah sebagai berikut : 32
a. Bank syariah menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual
beli barang.
b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank syariah
ditentukan berdasarkan kesepakatan bank syariah dan nasabah.
c. Bank syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Dalam hal bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip
menjadi milik bank syariah.
e. Bank syariah dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau
‘urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh
nasabah.
f. Bank syariah dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan
selain barang yang dibiayai bank syariah.
g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak
berubah selama periode akad.
32 Ibid, h. 132
h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara
proporsional.
E. Akad, Uang Muka dan Iuran Perbulan dalam Murabahah
1.1. Akad dalam Murabahah
Kata akad berasal dari bahasa arab ’Aqd yang secara etimologis berarti
perjanjian, perikatan dan permufakatan. Dalam fikih didefinisikan pertalian ijab yaitu
pernyataan melakukan ikatan dan kabul pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan
kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam hukum Islam suatu
perikatan memerlukan suatu tanggung jawab moral yang sangat tinggi untuk,
dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan perikatan, karena merupakan
tanggung jawab yang wajib dipenuhi ketika hidup di dunia maupun setelah berada di
alam akhirat. Berbeda dengan perikatan yang ada dalam ketentuan hukum positif
yang pemenuhannya hanya berlaku di dunia saja. Perikatan dalam hukum Islam
memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi untuk pemenuhannya karena
apabila tidak dipenuhi di dunia akan menjadi tanggung jawab ketika di alam akhirat.
Dalam penerapan murabahah perbankan syariah menerapkan akad murabahah
bil wakalah. Murabahah bil wakalah ini merupakan pembiayaan dengan perwakilan
dimana bank ditunjuk oleh nasabah untuk membeli barang yang dipesan kemudian
nasabah membeli barang tersebut dari bank secara angsur dalam jangka waktu yang
telah disepakati.
Dengan demikian pengertian akad jual beli dalam hukum syariah tentunya
memiliki nilai moral yang tinggi bagi para pihak untuk pelaksanaannya. Hal ini dapat
dilihat dari syarat-syarat (rukun) akad jual beli. Rukun jual beli menurut mazhab
hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan
saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan
ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukan keridhaan dengan adanya
pertukaran dua harta hak milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
Akad baru berlaku sah, bila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi misalnya ada
penjual danpembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak ada.
Pada umumnya rukun dalam muamalah bidang ekonomi ada 3 yaitu:
1. Pelaku bisa berupa penjual dan pembeli (dalam akad jual beli), penyewa
pemberi sewa (dalam akad sewa menyewa), atau pemberi upah-penerima
upah (dalam akad upah-mengupah) dan lain-lain. Tanpa pelaku maka tidak
ada transaksi.
2. Objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang atau jasa dalam
akad jual-beli mobil, maka objeknya transaksi adalah mobil, jual-beli rumah
maka objek transaksi adalah rumah. Tanpa objek transaksi, mustahil suatu
perjanjian dapat tercipta.
3. Selanjutnya, adalah adanya ijab-kabul. Ijab-kabul faktor yang mutlak harus
ada pada suatu akad. Dalam terminologi fikih ijab kabul disebut kesepakatan
bersama. Para pihak sepakat dengan suatu kebebasan untuk bertindak dan
berfikir untuk melakukan suatu perikatan. Dalam kaitannya dengan
kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat;
kesalahan/kekeliruan obyek, paksaan dan atau penipuan.
Bila ketiga rukun tersebut dipenuhi maka akad yang dilakukan sah, namun
bila rukun tidak terpenuhi baik satu atau lebih maka transaksi menjadi batal. Adapun
rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:
a. Muslam atau pembeli
b. Muslam ilaih atau penjual,
c. Modal atau uang
d. Muslam fihi atau barang
e. Sighat atau ucapan.
Selain rukun, akad murabahah wajib dipenuhi beberapa syarat yaitu:
1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) . Pembeli kedua hendaknya
mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi
jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan murabahah
seperti peleimpahan wewenang atau wakalah, kerjasama dan kerugian.
Karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan
modal .
2. Mengetahui besarnya keuntungan. Mengetahui jumlah keuntungan adalah
keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga sedangkan mengetahui
harga adalah syarat sahnya jual beli.
3. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis
seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Hal ini karena
murabahah adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama
dengan adanya tambahan keuntungan.
4. Hendaknya tidak menisbatkan riba terhadap harga pertama. Hal semacam ini
tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli pada harga pertama
dengan adanya tambahan sedangkan tambahan terhadap harta hukumnya
adalah riba bukan keuntungan.
5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara’.  Jika transaksi pertama tidak
sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah karena
murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan
keuntungan. Apabila transaksi pertama hak milik atas suatu barang melalui
jual beli tidak sah, karena tidak ditetapkannya nilai barang. Maka, ketika
barang tersebut akan dijual kembali tidak boleh dilakukan jual beli secara
murabahah.
Syarat-syarat akad jual beli menurut Ulama Hanafiyah ada empat yaitu :
1. Syarat orang yang berakad
1. Orang yang berakad haruslah berakal sehat dan sudah tamyiz. Bisa
membedakan antara yang baik dan mana yang salah. Mampu dengan
akalnya untuk mengambil suatu keputusan yang dianggap baik.
2. Orang yang berakad harus mampu berperan untuk menjalankan apa
yang telah diperjanjikan atau yang diakadkan.
2. Syarat-syarat Sighat. Dalam Sighat akad yang terdiri dari ijab dan qabul,
disyaratkan 3 hal :
1. Sighatnya terdengar. Sehingga tidak sah suatu akad apabila salah satu
pihak tidak mendenag apa yang dikatakan pihak lain.
2. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Yaitu pembeli menerima apa yang
diijabkan penjual, dengan harga yang diijabkan. Penjual mendengar
qabul dari pembeli. Apabila qabul berbeda dengan ijab, maka tidak sah
akadnya, kecuali jika perbedaan tersebut adalah untuk kebaikan salah
satu pihak. Misalnya, pembeli menerima dengan menambah harga
melebihi yang diijabkan penjual.
3. Bersatunya majelis akad, yaitu ijab dan qabul dalam satu majelis
tanpa pemisah.
3. Syarat-syarat barang yang diakadkan.
1. Barangnya berupa harta, yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan
berguna. Sehingga tidak dianggap sah suatu akad apabila obyeknya sesuatu
yang tidak dapat dimanfaatkan misalnya jual beli bangkai.
2. Barangnya mempunyai harga, yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan
secara syara’. Maka tidak sah akad jualbeli arak dan babi, karena secara
syara’ tidak bisa diambil manfaatnya.
3. Barangnya terjaga sehingga dapat dimiliki oleh seseorang. Dengan
demikian tidak sah akad jual beli yang tidak dimiliki seseorang.
4. Baranganya ada sewaktu berakad. Barangya ada sewaktu berakad maka
tidak sah akad jual beli bila barangnya tidak ada. Seperti anak binatang
yang belum ada.
5. Barangnya bisa diserahkan sewaktu akad. Maka tidak sah akad jual beli
ikan didalam air, atau burung yang terbang di udara.
4.  Syarat ganti, yaitu satu syarat bahwa barangnya berupa harta yang ada
harganya dan jelas, yaitu :
a. Pemilikan atau penguasaan. Seseorang dianggap menguasai barang
apabila ia mampu bertindak secara penuh atas barang itu tanpa ada
penghalang. Untuk itu orang yang belum dewasa atau baligh, orang
yang kurang akalnya (tidak waras) yang baru bisa menjual dengan
bantuan walinya tidak boleh melakukan jual beli tanpa bantuan dari
walinya.
b. Dalam barang yang diperjual belikan hanya terdapat hak penjual.
Apabila dalam barang yang akan diperjual belikan terdapat hak orang
lain selain penjual, maka akadnya harus dihentikan dan tidak diteruskan.
Disamping terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, wajib untuk kita
ketahui dan laksanakan adalah penyebab terlarangnya suatu transaksi adalah faktor-
faktor sebagai berikut :
1. Haram zatnya. Transaksi dilarang karena objek barang atau jasa yang
ditransaksikan juga dilarang misalnya; minuman keras, daging babi, bangkai
dan sebagainya. Dengan demikian bila ada nasabah yang mengajukan
pembiayaan untuk pembelian minuman keras, walaupun akadnya sah tetapi
transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.
2. Haram selain zatnya karena:
a. Tadlis (penipuan). Setiap transaksi dalam Islam didasarkan pada prinsip
kerelaan anatara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus
mempunyai informas yang sama. Sehingga tidak ada yang merasa dicurangi
atau ditipu dapat terjadi dalam 4 hal yaitu kuantias, kualitas, harga dan
waktu penyerahan.
b. Taghir (Gharar). Adalah situasi dimana terjadinya ketidak lengkapan
informasi (incomplete information) karena adanya ketidak pastian dari kedua
belah pihak yang bertransaksi. Gharar ini terjadi apabila kita mengubah
sesuatu yang bersifat pasti menjadi tidak pasti.
3. Rekayasa pasar dalam supply (Ikhtikar). Dapat terjadi bila seorang
produsen/penjual mengambil kuntungan diatas keuntungan normal dengan
cara mengurangi pasokan atau supply agar harga barang yang dijualnya naik.
4. Rekayasa pasar dalam demand (Bai’ Najasy). Terjadi bila produsen
menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap
suatu produk sehingga harga jual produk itu naik.
5. Riba. Dalam ilmu fikih, dikenal 3 jenis riba yaitu riba fadl, riba nasi’ah dan
riba jahiliyah.
6. Perjudian (Maysir). Secara sederhana yang dimaksu maysir atau perjudian
adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus
menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.
7. Suap- menyuap (Riswah). Yang dimaksud dengan perbuatan riswah adalah
memberi sesutau kepada ihak ain untuk memdapatkan sesuatu yang bukan
haknya. Suatu perbuatan baru dikatakan riwah bila kedua belah pihak secara
sukarela. Apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau tidak rela
karena untuk memproleh haknya, peristiwa ini dikategorikan sebagai tindak
pemerasan.
Penerapan transaksi murabahah pada bank syariah dapat dibedakan menjadi
dua jenis yaitu :
1. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang
beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan
barang pada murabahah ini terpengaruh atau terkait langsung dengan ada
atau tidaknya pesanan atau pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah akan melakukan
transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan
barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada
murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung
dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murbahahah berdasarkan
pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
a. murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat. Maksudnya
apabila telah dipesan harus dibeli.
b. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat.
Maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah
tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan pesanan.
Langkah proses Murabahah KPP bentuk ini melalui beberapa langkah tahapan,
diantara yang terpenting adalah:
1. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang.
a. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan
dengan sifat-sifat yang jelas.
b.Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu
dalam pembelian barang tersebut.
2. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan
nasabah.
3. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan.
4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang.
a. Mengadakan perjanjian yang mengikat.
b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan
pelaksanaan janji.
c. Penentuan nisbat keuntungan dalam masa janji.
d. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini.
5. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik
pertama).
6. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
7. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
a. Penentuan harga barang.
b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan
kedalam harga.
c. Penentuan nisbat keuntungan (profit).
d. Penentuan syarat-syarat pembayaran.
e. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut.
1.2.Uang muka dalam murabahah
Uang muka dalam murabahah dibolehkan berdasarkan dalil Allah dalam Al
Quran surah Al Baqarah : 282


....
Terjemahan :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menliskannya...
(QS.Al Baqarah : 282)33
33 Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, hal. 48.
Dalam tafsir Al Maraghi mengenai penafsiran ayat tersebut dijelaskan bahwa
Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimi agar memelihara muamalah dan
utang-utangnya yang meliputi masalah qiradh dan salam (barang-barangnya
belakangan, tetapi uangnya dimuka, dibayar secara kontan), yang oleh bahasa
‘Amiyahdikatakan sebagai garuqah, dan menjual barang pada waktu yang telah
ditentukan agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian apabila tiba saatnya
penagihan maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya
berdasarkan catatan-catan yang ada.34
Uang muka dalam pembiayaan Murabahah adalah sebagai bentuk kehati-
hatian perbankan syariah untuk meminimalisir risiko penyaluran dana kepada pihak
ketiga sesuai dengan arah pengembangan konsep pengaturan yang semakin
komprehensif, Bank Indonesia menerapkan konsep regulasi yang berbasis risiko agar
selalu beroperasi di dalam rambu-rambu operasional perbankan yang sehat dalam
segi keuangan.
Ada beberapa ketentuan dalam Murabahah yaitu :
1. Dalam akad pembiayaan muarabahah, lembaga keuangan syariah
dibolehkan meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
34 Ahmad Mustafa Al Maraghi. Terjemahan Tafsir Al Maraghi Juz 1,2 dan 3. Cet ; II.
Semarang : PT. Karya Toha Putra, h.125.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan
ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta
tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
Adanya uang muka dalam pembiayaan Murabahah merupakan aplikasi dari
manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko memberikan gambaran kepada
pengelola kemungkinan kerugian di kemudian hari, meningkatkan metode dan proses
pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan
(anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak
negatif terhadap pendapatan dan permodalan.
Risiko bisnis ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dalam suatu
kontrak Murabahah pembeli tidak bisa dipaksa untuk membeli barang yang telah
dipesannya, bisa saja berubah pikiran ketika tiba saat pengambilalihan barang yang
dipesan meskipun barang itu telah memenuhi semua syarat dan standar yang diminta.
Menghilangkan suatu risiko atau kemudharatan adalah suatu keniscayaan,
apalagi untuk tetap eksisnya suatu institusi yang mengakses dan melayani
kepentingan publik untuk kesejahteraan dan kebahagiaannya dalam hal ini perbankan
syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang memiliki peran yang sangat
urgen dan strategis bagi Islamisasi ekonomi dan sarana dakwah untuk tumbuh
kembangnya ekonomi Islam, bahkan diharapkan menguasai pasar global dengan telah
terujinya mampu bertahan dari hantaman krisis global bahkan sebagai solusi terbaik
untuk keluar dari krisis.
1.3. Iuran perbulan murabahah
Cara pembayarann pada transaksi murabahah, dapat dilakukan dengan cara
tunai atau dengan cara mengangsur atau pembayaran tangguh. Akan tetapi, sebagian
besar transaksi murabahah yang dijalankan oleh bank syariah adalah murabahah
berdasarkan pesanan dengan pembayaran secara tangguh. Hal ini terjadi, karena
hampir dipastikan seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapat
pembiayaan untuk pembelian barang dimana pembelian atas barang tersebut
dilakukan dengan pembayaran secara angsuran atau tangguh.
Mengingat hampir seluruh Bank Syariah di indonesia, beroperasi sebagai
lembaga keuangan yang hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi saja, seperti
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam aktivitas perekonomian dan
belum tidak mengarah kepada sektor perdagangan yang riil. Dengan demikian, dana
pihak ketiga yang dihimpun bank syariah disalurkan kepada macam-macam jenis
pembiayaan salah satu diantaranya adalah murabahah
Iuran perbulan atau angsuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
nasabah dan pihak perbankan. Dalam skim Murabahah bil Wakalah, besarnya iuran
perbulan ditentukan oleh jangka waktu pelunasan dan besarnya harga pokok.
Mekanisme pembayaran secara angsuran disini ditentukan pada saat akad dengan
tambahan keuntungan dari harga pokok barang. Nasabah membayar barang yang
telah dibeli oleh baik secara angsur.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Setiap penelitian selalu dihadapkan dengan masalah yang menuntut jawaban
yang paling akurat. Oleh karena itu, diperlukan metode pemecahan masalah yang
mencakup:
1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di kantor Bank Muamalat Makassar. Yang terletak di
Jln. Dr. Ratulangi Makassar. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yang
berlangsung sejak tanggal 1 Maret – 15 April 2012.
2. Metode Pendekatan
a. Pendekatan Syari’at yaitu dalam membahas skiripsi ini penulis
mempergunakan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw sebagai rujukan
utama.
b. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan jalan melihat
gejala-gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat
mempengaruhi terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota
masyarakat sosial.
3. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Kajian Pustaka (Library Research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara
mempelajari, menelaah literatur buku-buku, laporan, dan dokumen-dokumen
yang relevansinya dengan masalah yang akan dikaji.
b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan data di lapangan
dengan jalan:
1) Wawancara yaitu mengadakan interview dengan informan yaitu
karyawan/karyawati Bank Muamalat Makassar.
2) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil informasi-
informasi penting dari objek penelitian.
4. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh
langsung dari lapangan atau tempat penelitian yaitu :
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian
dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung
pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak
langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data,
dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.
5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data
Adapun metode yang digunakan terhadap pengolahan dan penganalisaan data
yaitu:
a. Induktif, yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari sejumlah data-data dari
berbagai kepustakaan kemudian menurunkan suatu kesimpulan dengan cara
generalisasi atau analogi serta hubungan kausal.
b. Deduktif, adalah proses berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum,
kemudian berusaha mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah berdirinya Bank Muamalat
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H
atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau
1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-
Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Pendirian Bank Muamalat juga
menerima dukungan masyarakat terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan
senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan.
Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor
diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam
modal senilai Rp 106 miliar.
Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank
Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini
semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan
terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus
dikembangkan.
Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal
yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB)
yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB
secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya,
kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh
tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut,
Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya
dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi
pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan
syariah secara murni.
Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah
melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung
pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh
Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan
satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala
Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama
dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga
layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank
Pertama Murni Syariah, bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan
perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan
aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.
Sebagai bank Syariah pertama di Indonesia Bank Muamalat memiliki Visi dan
Misi yaitu :
Visi: menjadi bank syariah utama di indonesia, dominan di pasar spiritual,
dikagumi di pasar rasional.
Misi : menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan
pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi
investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stake holder.
Seiring dengan peningkatan kebutuhan nasabah terhadap produk-produk
perbankan syariah, bank Muamalat senantiasa menciptakan inovasi baru dan
menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam hal pendanaan,
pembiayaan maupun investasi. Produk-produk Bank Muamalat diantaranya :
1. Pendanaan
A. Giro
Giro wadiah perorangan adalah giro syariah dalam mata uang
Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan
transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal Anda. Produk ini
diperuntukan untuk perorangan usia 18 tahun ke atas.
Keunggulan produk ini yaitu :
1. Gratis biaya administrasi.
2. Gratis tarik tunai di semua ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima,
ATM Bersama.
3. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan
(kecuali di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama.
Syarat untuk mendapatkan produk :
1. WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku
2. Biaya materai Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan)
3. Setoran awal minimum : Rp 500.000/ US$ 500
B. Giro Wadiah Institusi
Giro wadiah institusi adalah giro syariah dalam mata uang
Rupiah dan US Dollar yang memudahkan dan membantu semua jenis
kebutuhan transaksi bisnis perusahaan Anda. Produk ini diperuntukkan
bagi institusi yang memiliki legalitas badan perusahaan.
Keunggulan produk ini diantaranya :
1. Gratis biaya administrasi
2. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan
Syarat untuk mendapatkan produk ini diantaranya :
1. NPWP institusi yang masih berlaku.
2. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada).
3. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika
dibutuhkan) yang masih berlaku.
4. Data-data pengurus perusahaan.
5. Biaya materai Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan).
6. Setoran awal minimum : Rp 1.000.000/ US$ 1.000.
C. Tabungan
1. Tabungan muamalat
Tabungan Muamalat adalah Tabungan syariah dalam mata uang rupiah
yang akan meringankan transaksi keuangan memberikan akses yang
mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat ini diperuntukkan
bagi perorangan usia 18 tahun ke atas.
Keunggulan produk ini diantaranya :
1. Gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima,
ATM Bersama.
2. Gratis biaya administrasi rekening bagi pemegang Shar-E
Regular dengan saldo rata-rata > Rp 2 juta.
3. Fasilitas Debit bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC
merchant BCA/ Prima.
4. Gratis biaya penutupan rekening.
5. Fasilitas transaksi PhoneBanking 24 Jam hingga Rp 50 juta/ hari.
6. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan
(kecuali di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama).
7. Limit tarik tunai di ATM hingga Rp 10 Juta/ hari.
Syarat produk :
1. WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
2. WNA : Paspor/KIMS/KITAS
3. Setoran pembukaan minimum :
- Rp 100.000 bagi Shar-E Regular.
- Rp 500.000 bagi Shar-E Gold.
2. Tabungan muamalat dollar
Tabungan muamalat dollar adalah tabungan syariah dalam denominasi
valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang
ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih
beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Produk
ini diperuntukkan bagi perorangan yang berusia 18 tahun ke atas dan
memiliki legalitas badan usaha.
Keunggulan produk ini adalah :
1. Gratis biaya administrasi untuk Tabungan
2. Muamalat USD dengan saldo rata-rata > USD 1.000
3. Gratis biaya penutupan rekening
4. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di seluruh
jaringan kantor Bank Muamalat
5. Dapat bertransaksi di jaringan Cabang Devisa Bank Muamalat di
seluruh Indonesia
6. Dapat bertransaksi pada jaringan kantor Bank Muamalat di
Malaysia dan Batam
Syarat-syarat produk ini diantaranya :
1. Setoran awal minimum : USD 100/SGD 100
2. Untuk perorangan
- WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
- WNA : KIMS/KITAS
3. Untuk institusi
- NPWP institusi yang masih berlaku
- Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada)
- Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU dan lainnya (jika
dibutuhkan) yang masih berlaku
- Data-data pengurus perusahaan
3. Tabungan Muamalat Pos
Tabungan muamalat pos adalah tabungan syariah dalam mata uang
rupiah yang dikhususkan bagi Anda yang rutin bertransaksi di kantor pos.
Produk ini diperuntukkan bagi perorangan usia 18 tahun ke atas.
Keunggulan produk ini adalah :
1. Gratis biaya administrasi
2. Dapat melakukan penyetoran di Kantor Pos (SOPP)
3. Gratis biaya penutupan rekening
4. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan
(kecuali di    ATM BCA/ Prima, ATM Bersama)
5. Limit tarik tunai hingga Rp 10 Juta/ hari
Syarat-syarat produk ini diantaranya :
1. Warga Negara Indonesia
2. KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
3. Surat pengajuan dari organisasi atau perkumpulan selaku
penanggungjawab
4. Setoran pembukaan : Rp 50.000
D. pembiayaan
1. Konsumen
a. Auto Muamalat
Automuamalat adalah produk pembiayaan yang akan
membantu Anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini
adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance
(ALIF). Produk ini diperuntukkan kepada :
1. Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun
atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
2. Badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia, baik nasional
maupun multinasional.
b. Dana Talangan Porsi Haji
Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan
untuk membantu Anda mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih
awal, meskipun saldo tabungan Haji Anda belum mencapai syarat
pendaftaran porsi. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan yang
telah cakap hukum berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun
pada saat jatuh tempo pembiayaan.
c. Pembiayaan Muamalat Umroh
Pembiayaan Umroh Muamalat adalah produk pembiayaan yang
akan membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah Umroh
dalam waktu yang segera. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan
yang telah cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal
55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
2. Modal Kerja
a. Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan
membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran
operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.
Produk ini diperunttukan bagi perorangan pemilik usaha dan badan
usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.
b. Pembiayaan LKM Syariah
Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM
Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan
pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada
nasabah atau anggotanya. Produk ini diperuntukkan kepada badan
usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat
Tamwil (BMT), dan Koperasi yang dapat menjalankan skema syariah
atas pembiayaan kepada anggotanya.
c. Pembiayaan Rekening Koran Syariah
Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk
pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha Anda
dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan
kemampuan. Produk ini diperuntukkan kepada badan usaha yang
memiliki legalitas di Indonesia.
3. Investasi
a. Pembiayaan Investasi
Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan
membantu kebutuhan investasi usaha sehingga mendukung rencana
ekspansi yang telah di susun. Produk ini diperuntukkan bagi
perorangan pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di
Indonesia.
b. Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis
Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan
yang akan membantu usaha Anda untuk membeli, membangun
ataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-
over pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis Anda.
Produk ini diperuntukkan bagi badan usaha dalam negeri yang
memiliki legalitas di Indonesia.
B. Struktur Organisasi
Di Indonesia setiap organisasi, baik organisasi yang sangat sederhana maupun
organisasi yang sangat luas dan kompleks masalah penyusunan organisasi yang jelas
sangat diperlukan untuk menunjukkan wewenang antara satu dengan yang lain dalam
organisasi yang bersangkutan.
Suatu organisasi yang jelas struktur informasinya biasanya digolongkan
sebagai organisasi formil, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya
jalinan hubungan kerja dan kegiatan yang ditetapkan dengan resmi dalam organisasi
tersebut.
Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi dapat dijelaskan dalam
setiap organisasi terdapat unsur, yaitu :
a. Adanya sekelompok orang.
b. Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama
c. Adanya suatu tujuan tertentu
d. Satu sama lain terikat secara formil
e. Mempunyai atasan yang memiliki bawahan
Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Bank Muamalat
Tbk secara lengkap sebagaimana terlampir.
SKEMA 1.1
C. Analisis penerapan siatem Murabahah Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat
dilihat dari Aspek Akad, Uang Muka dan Iuran Perbulan.
Dalam daftar istilah himpunan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang
dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai laba.
Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini
mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam.
Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia
yang diridhai oleh Allah SWT, sebagaimana firmannya dalam Al Quran surah Al
Baqarah : 275

...
Terjemahan :
...padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
( Q.S Al Baqarah : 275 )35
Dalam terjemahan Ibnu Katsir Jilid I mengenai penafsiran ayat di atas adalah
Allah menyatakan bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak
dalam hidupnya ditengah masyarakat melainkan bagaikan orang kesurupan setan,
35Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, hal. 47.
sebab tak akan tenang sesudah menghisap darah dan kekayaan dengan cara yang
sekejam-kejamnya karena selalu sasarannya orang-orang yang berhajat bantuan
hutang piutang. Lebih-lebih kelak bila bangkit dari kubur di hari kiamat bagaikan
orang kesurupan yang dipermainkan setan.36
Rukun murabahah dalam perbankan adalah sama dengan fiqih dan hanya
dianalogikan dalam praktek perbankannya. Mengenai syarat yang diminta oleh bank
adalah sesuai dengan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Umumnya
persyaratan tersebut menyangkut tentang barang yang diperjual belikan, harga dan
ijab qobul (akad). Sebagaimana dalam surah Al Maidah :


....
Terjemahan :
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...(QS. Al Maidah
: 1)37
Dalam terjemahan tafsir Al Maraghi mengenai penjelasan ayat tersebut adalah
yang dimaksud dengan ‘uqud adalah perjanjian yang telah diadakan oleh Allah
terhadap hamba-hambaNya. Yaitu apa saja yang telah dia haramkan dan apa yang
telah diharamkan, apa-apa yang telah diwajibkan dan apa-apa yang telah Dia
36 H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Terjemahan Singkat Ibnu Katsir Jilid I. Cet . I ; Ed
: Malaysia. Kuala Lumpur : Victory Agency, h. 496.
37Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, hal. 106.
bataskan dalam Al quran seluruhnya bahwa semua itu tak boleh dilanggar. Setiap
mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah ia janjikan dan akadkan baik
berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana diperintahkan Allah selagi yang
dia janjikan dan akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang yang haram atau
mengharamkan barang yang halal.38
Mengenai harga dan keuntungan antara kedua belah pihak yang melakukan
akad muarabahah ditetapkan persyaratan yakni :
1. Bank menjual harga barang sesuai harga pokok yang dibeli dari
pemasok ditambah dengan keuntungannya yang disepakati bersama .
2. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh
berubah.
3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya yang disepakati bersama.
Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli
tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat
keuntungan.
Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya
perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian
hari dengan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan serta
38Ahmad Mustafa Al Maraghi. Terjemahan Tafsir Al Maraghi Juz 4,5 dan 6 . Cet ; II.
Semarang : PT. Karya Toha Putra, h.81.
merta mengandung konsep pembayaran tertunda, seperti yang secara umum dipahami
oleh sebagian orang yang mengetahui Murabahah.
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak
ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini
kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain
sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini
tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi
tersebut diterima secara syariah.
Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai
spesifikasi yang digunakan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian
menjualnya kepada nasabah tersebut dengan penambahan margin secara tetap.
Sementara nasabah akan membayar barang yang dibeli secara angsur kepada bank.
Murabahah muncul bukan hanya untuk menggantikan “bunga” dengan
“keuntungan”, melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan ulama
Islam dengan syarat-syarat tertentu.
Produk Murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada bank
Muamalat sudah ada sejak kemunculannya pada tahun 1992. Namun, belum memiliki
label Pembiayaan Hunian Syariah. Yang dikenal hanya sebatas produk Murabahah.
Kemudian pada Tahun 2005 muncul Baiti Jannati yang merupakan produk bank
Muamalat dalam melakukan pembiyaan kepemilikan rumah. Produk Baiti Jannati ini
berubah lagi pada tahun 2007 menjadi produk KPR dan terakhir kali diubah namanya
menjadi Pembiayaan Hunian Syariah pada tahun 2009. Kesimpulannya bahwa
Murabahah pada produk Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat ini diberlakukan
sejak tahun 2009 namun pada hakikatnya pembiayaan kepemilikan rumah ini sudah
ada sejak kemunculan bank Muamalat pertama kalinya di Indonesia hanya saja nama
produknya yang senantiasa mengalami perubahan.
Pembiayaan Hunian Syariah adalah produk pembiayaan yang akan membantu
Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios
maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Produk ini diperuntukkan bagi
perorangan cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun
untuk karyawan dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh
tempo pembiayaan.
Pada prinsipnya, bank syariah adalah sama dengan perbankan konvensional,
yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang
surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak
yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana). Sehingga produk-
produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional, baik itu produk penghimpunan
dana (funding) maupun produk pembiayaan pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
bank-bank syariah.
Produk pembiayaan Hunian Syariah yang digunakan pada bank Muamalat
memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di
perbankan konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang
diterapkan oleh perbankan syariah khususnya bank Muamalat dan perbankan
konvensional yaitu konsep bagi hasil dan kerugian sebagai pengganti sistem bunga
perbankan konvensional.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan
Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat antara lain :
4. Persyaratan bagi karyawan
a. Foto Copy KTP suami istri
b. Foto copy NPWP
c. Foto copy KK
d. Foto copy surat nikah
e. Slip gaji 3 bulan terakhir
f. Fotocopy rekening tabungan nasabah 6 bulan terkahir
g. Surat rekomendasi dari atasan atau supevisor
h. Surat persetujuan suami istri
i. Surat kuasa pemotongan gaji
j. Surat keterangan lama kerja dan jabatan terakhir
k. Foto copy SK pengangkatan pegawai
l. Foto copy sertifikat HGB/SHM
m. FotoCopy IMB/kepengurusan
5. Persyaratan bagi wiraswasta
a. Foto copy KTP suami istri
b. Foto copy NPWP
c. Foto copy KK
d. Foto copy surat nikah
e. SIUP dan anggaran dasar
f. Akta pendirian
g. Foto copy rekening koran 6 bulan terkhir
h. Neraca perusahaan 2 tahun terakhir dan laporan L/R
i. Surat persetujuan suami istri
j. Foto copy sertifikat HGB/SHM
k. Foto copy IMB/bukti kepengurusan
Syarat-syarat yang tersebut di atas merupakan persyaratan mutlak yang harus
dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan hunian
syariah. Dibedakan pesyaratan antara nasabah yang berprofesi sebagai karyawan pada
satu badan usaha pemerintah dengan nasabah wiraswasta sebab ada pebedaan dalam
menganalisa persyaratan tersebut yang dilakukan oleh pihak perbankan. Dengan
asumsi bahwa karyawan sebuah perusahaan memiliki pasif income yakni
pendapatannya dalam sebulan tetap dan total pendapatan  dapat dengan mudah dilihat
pada slip gaji tiap bulannya. Sedangkan wiraswata yang aktif income yakni
pendapatannya dalam sebulan tidak tetap tergantung berapa keuntungan yang mampu
diperoleh dalam bulan tersebut. Untuk mengajukan pembiayaan hunian syariah ke
pihak perbankan, dibutuhkan laporan keuangan dari perusahaan berupa laporan
neraca keuangan beserta laporan Laba/Rugi perusahaan.
Untuk menganalisa pengajuan permohonan pembiayaan hunian syariah kepada
bank Muamalat digunakan Dokumen Check List (DCL). DCL ini berfungsi sebagai
pedoman dari kelengkapan berkas-berkas yang harus dipenuhi sebelum permohonan
pembiayaan tersebut diproses lebih lanjut. Adapun kelengkapan Dokumen Check List
adalah :
1. Identitas pribadi berupa KTP/SIM/Pasport
2. Akte nikah
3. Kartu keluarga
4. NPWP nasabah
5. Formulir/surat permohonan
6. Daftar gaji/daftar penghasilan
7. Usulan pembiayaan
8. Keputusan komite
9. BI Checking
10. FPN
11. Legalitas jaminan
12. Tanggal taksasi
13. Status kepemilikan jenis jaminan
14. Surat persetujuan istri
15. Memorandum Droping
16. Offering letter
17. SPRP (Surat permohonan realisasi pembiayaan)
18. Rencana anggaran biaya
19. TTUN (tanda terima uang nasabah)
20. STTB (surat tanda terima barang)
21. Surat sanggup
22. Surat kuasa debet
23. Akad pembiayaan
24. Akad jaminan
25. Kwitansi pembayaran notaris
26. Aplikasi asuransi
27. Jadwal angsur
28. Memo Hold Dana
Namun  sebelum permohonan diproses lebih lanjut, nasabah yang mengajukan
permohonan pembiayaan terlebih dahulu dianalisis kemampuan keuangannya untuk
melakukan pelunasan terhadap pihak perbankan. Analisis kemampuan keuangan yang
digunakan berbeda terhadap nasabah yang berprofesi sebagai karyawan dan nasabah
wiraswasta.
Cara penganalisaan perbankan terhadap keuangan nasabah yang berprofesi
sebagai karyawan yakni, digunakan analisis sederhana dengan membandingkan
disposible income yaitu sisa gaji yang dapat diterima nasabah setelah mengajukan
permohonan pembiayaan hunian syariah.
Misalnya : Pak Ahmad adalah seorang karyawan pada satu perusahaan
permodalan kerja. Gaji pak ahmad setiap bulannya Rp. 4.000.000,-. Pengeluaran
tiap bulan dari pak ahmad senilai Rp. 1.000.000,-, maka sisa gaji dari Pak
Ahmad adalah Rp. 3.000.000,-. Maka, masih tersisa uang dari Pak Ahmad yang dapat
digunakan untuk membayar angsuran pada perbankan.
Sedangkan untuk menganalisis keuangan nasabah yang berprofesi sebagai
wiraswasta digunakan analisis khusus yakni Spread Sheet dimana pihak bank
Muamalat memiliki formula tersendiri. Hal ini dilakukan sebab dalam menganalisa
pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh seorang wiraswasta, pihak perbankan
harus teliti dalam melihat laporan keuangan, meskipun laporan keuangan tersebut
telah diaudit namun, pihak perbankan tetap memastikan kebenaran angka yang
disajikan agar terlepas dari Window Dressing.
Cara penganalisaan perbankan terhadap pengajuan pembiayaan hunian syariah
oleh nasabah wiraswasta yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan. Ada 3 jenis
perbandingan rasio yang dipergunakan dalam menganalisa, yaitu :
1. Rasio likuiditas, yaitu perbandingan untuk mengetahui kemampuan nasabah
dalam membayar hutang jangka pendek.
2. Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan untuk mengetahui kemampuan
nasabah dalam membayar hutang jangka panjang.
3. Rasio profitabilitas, yaitu rasio perbandingan untuk mengetahui
kemampuan modal nasabah untuk menghasilkan keuntungan.
Dengan analisis yang teliti maka pihak perbankan dapat benar-benar yakin
untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk menerapkan
kehatia-hatian dalam penyaluran pembiayaan untuk menghindari resiko.
Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan
nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak
maupun yang mucul dari dua pihak.
Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab( pernyataan, penawaran ) dan
qabul ( pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan
berpengaruh pada sesuatu. Rukun dalam akad ada tiga yaitu :
1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. Sighah atau pernyataan pelaku akad.
Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan
mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan
akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad dan
harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.
Akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan hunian syariah muamalat
adalah akad Tijarah dengan Murabahah Bil Wakalah. Penerapan akad Murabahah Bil
Wakalah dalam perbankan syariah seperti yang diterapkan dalam produk pembiayaan
hunian syariah yaitu dengan nasabah yang hendak memiliki rumah namun tidak
mampu membeli secara finansial dapat mengajukan bantuan permohonan
pembiayaan kepada perbnakan syariah. Setelah nasabah mengajukan permohonan
pembiayaan kepada pihak perbankan syariah, dan telah jelas type rumah yang akan
dibeli maka, pihak perbankan kemudian mencarikan rumah yang dimaksud tersebut.
Dengan terlebih dahulu pihak perbankan membeli rumah tersebut dan setelah menjadi
milik bank, maka rumah tersebut dijual kembali kepada nasabah yang mengajukan
pembiayaan dengan tambahan margin keuntungan, dan pembayaran nasabah
dilakukan secara angsuran. Dalam pembiayaan hunian syariah ini, barang yang
hendak dijual kepada nasabah harus terlebih dahulu menjadi milik bank secara sah,
untuk menghindari resiko barang tersebut tidak jelas kepemilikannya. Sebagaimana
dalam al Quran surah an Nisa ayat 29, Allah berfirman:




....
Terjemahan :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sam suka diantara kamu...(QS.An Nisa : 29)39
Dalam terjemahan Ibnu Katsir mengenai penafsiran ayat ini yakni Allah swt
melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta secara bathil dan cara-cara
39Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, hal. 83.
mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan
yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan
sesuai dengan hukum syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya
itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang
telah digariskan oleh syariat Allah. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu
Abbas menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju
dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat mengembalikan dari ini larangan ini
pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka
oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.40
Bersandar pada ayat ini, Imam Syafii berpendapat bahwa jual beli tidak sah
menurut syariat melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan
persetujuan  sedang menurut ImamMalik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup
dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan yang
demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka.
Diriwayatkan dalam hadits “Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-
Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)41
40H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Terjemahan Singkat Ibnu Katsir Jilid II. Cet . I ; Ed
: Malaysia. Kuala Lumpur : Victory Agency, h.  361.
41 Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwini , Sunan Ibnu Majah, Juz I (cet. II
Tunisi : Darul Fikr, 1995), h.720.
Dalam hadis riwayat Al Baihaqi dan Ibnu Majah juga diriwayatkan bahwa
dalam jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Dengan berpedoman
pada al Quran dan hadis maka, dalam proses penyaluran pembiayaan hunian syariah
ini benar-benar diutamakan keterbukaan antara kedua belah pihak nasabah dan pihak
perbankan. Nasabah dengan jelas mengutarakan rumah seperti apa yang ia inginkan
kemudian pihak perbankan membeli rumah yang dimaksud kemudian dijual kembali
kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disampaikan sebelumnya,
nasabah kemudian membayar angsuran kepada perbankan dengan total angsuran tetap
tidak berpengaruh pada jangka waktu pelunasan. Lama atau tidaknya waktu
pelunasan, angsuran nasabah kepada perbankan tetap dan tidak berubah hingga masa
pelunasan jatuh tempo.
Uang muka dalam perbankan syariah, haruskah ada? Apakah uang muka ini
hanya akan memberikan pandangan pada nasabah bahwa uang muka ada pada produk
pembiayaan syariah tidak ubahnya dengan agunan pada perbankan konvensional?
Uang muka dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah urbun. Untuk
produk pembiayaan hunian syariah ini sendiri pihak perbankan menetapkan urbun
10% dari total pembiayaan. Namun perlu dipahami bahwa, pihak perbankan
menerapkan urbun atau uang muka sebagai salah stau bentuk kehati-hatian dalam
memberikan pembiayaan kepada nasabah. Uang muka ini juga menjadi bukti
keseriusan antara kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan. Hal ini sejalan
dengan fatwa Dewan Syariah Naisonal (DSN ) MUI No. 13/ DSN-MUI/IX/2000
tentang uang muka dalam murabahah uang muka boleh diminta kepada nasabah
dengan kesepakatan kedua belah pihak. Fatwa MUI ini menegaskan bahwa perbankan
dibolehkan meminta urbun atau uang muka kepada nasabah sebagai tanda jadi dari
pembelian.
Uang muka dalam pembiayaan muarabahah dalam pembiayaan hunian syariah
sebagai aplikasi dari asas murabahah yang dibangun atas dasar saling percaya antara
nasabah dengan lembaga keuangan karena istilah lain dari murabahah adalah bai al
amanah. Amanah merupakan hal yang abstrak, agar tercapai kemaslahatan dalam
bentuk yang konkrit. Uang muka dianggap sebagai wujud konkrit pengikat amanah
antara nasabah dengan perbankan  syariah. Sebgaimna firman Allah dalam surah An
Nisa :



....
Terjemahan :
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...(QS. An
Nisa : 58)42
Dalam terjemahan Tafsir Ibnu Katsir mengenai penjelasan ayat ini yaitu kata
amanat dalam ayat ini menjangkau amanat yang dipesankan oleh Allah kepada
hamba-hambanya. Seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, pembayaran kaffarat,
penunaian nazar dan lain sebagainya yang hanya diketahui oleh Allah dan hamba
42Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, hal. 87.
yang bersangkutan, dan amanat yang diterima oleh seseoang dari sesamanya seperti
titpan-titipan yang disertai dengan atau tanpa bukti. Semua itu diperintahkan oleh
Allah agar ditunaikannya.43
Besarnya uang muka atau urbun dalam pembiayaan hunian syariah ini
ditetapkan 10% dari total biaya keseluruhan. Jadi dalam mengajukan permohonan
pembiayaan, nasabah membayar uang muka sebesar 10%. Uang muka ini sebagai
tanda jadi dari pembelian. Perlu dipahami juga bahwa perbankan syariah juga
merupakan lembaga keuangan yang ingin mendapatkan keuntungan namun dengan
jalan yang sesuai syariat. Maka penerapan uang muka ini perlu dipahami oleh
nasabah sebagai salah satu bentuk kehati-hatian perbankan dalam meminimalisir
resiko yang mungkin timbul dan dalam ajaran Islam pun hal ini dibenarkan oleh
ulama untuk mengambil uang muka pada pembiayaan.
Dalam pembayaran uang muka, di awal telah disepakati pada akad bahwa
besarnya uang muka minimal sebesar 10% dari total pembiayaan sehingga pihak
perbankan hanya memberikan pembiayaan sebesar 90% dan biaya inilah yang
diangsur oleh nasabah setiap bulannya kepada pihak perbankan. Namun, perlu
diketahui bahwa nasabah sendiri bisa memberikan uang muka semampu nasabah bisa
melebihi dari persyaratn. Jadi ketika nasabah memberikan urbun atau uang muka
30% maka pihak perbankan hanya akan menyalurkan pembiayaan sebesar 70% dan
inilah yang diangsur nasabah kepada pihak perbankan setiap bulannya. Uang muka
43 H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Op.Cit, h. 448
ini, telah ditetapkan pada akad awal sehingga segala proses yang berlangsung pada
penyaluran pembiayaan hunian syariah ini telah ada kesepakatan sebelumnya antara
nasabah dan pihak perbankan, dengan demikian tidak ada hal yang tidak transparan
kepada nasabah dan nasabah merasa tidak akan merasa dirugikan karena semuanya
telah jelas pada akad.
Demikian juga halnya dengan angsuran atau iuran perbulan nasabah terhadap
pembiayaan hunian syariah. Perhitungan total iuran perbulan dilakukan dengan cara
menganalisa besaran biaya total pembiayaan dengan jangka waktu pelunasan
ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Dalam sistem murabahah
pada pembiayaan hunian syariah besarnya angsuran yang dibayarkan nasabah tetap
tidak berubah. Hal inilah yang membedakannya dengan kredit pada perbankan
konvensional, dimana angsuran yang dibayarkan berdasarkan tingkat suku bunga
yang senantiasa berubah namun pada perbankan syariah tidak mengenal bunga hanya
margin keuntungan yang bersifat tetap.
Dalam akad murabahah untuk penyaluran pembiayaan hunian syariah, type
bangunan yang dipesan oleh nasabah tergantung dengan tingkat kemampuan nasabah
untuk melakukan pelunasan. Jadi, dalam hal ini pihak perbankan tidak membatasi
jenis bangunan rumah yang akan dibiayai pembeliannya. Ketika akad berjalan dan
angsuran atau iuran perbulan dibayarkan nasabah, dan nasabah ingin menebus
angsurannya hal ini diperbolehkan dalam murabahah pada pembiayaan hunian
syariah. Nasabah cukup membayar sisa angsuran yang masih tersisa tanpa terdapat
tambahan margin. Jadi, yang dibayarkan hanyalah harga pokok dari pembiayaan
tersebut. Sebab meskipun uang pelunasan dilakukan di awal jatuh tempo angsuran
tersebut tidak berubah sebab telah ada akad sebelumnya dan akad ini tidak pernah
mengalami perubahan hingga angsuran jatuh tempo.
Masalah yang biasa dihadapi oleh perbankan ketika akad berlangsung namun,
nasabah tidak mampu lagi membayar iuran perbulan atas pembiayaannya dikarenakan
nasabah mengalami pailit. Bagaimana perbankan syariah mengatasi hal tersebut?
Untuk pembiayaan hunian syariah ini, yang kita ketahui adalah pembiayaan untuk
kepemilikan rumah apabila rumah yang telah dibeli secara angsur oleh nasabah
kepada bank namun sebelum jatuh tempo nasabah mengalami pailit dan tidak mampu
lagi membayar kepada perbankan, maka berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan
pihak bank rumah tersebut kemudian dijual oleh bank untuk melunasi pembelian
tersebut kepada bank.
Namun, harga dari hasil penjualan tersebut tidak sepenuhnya milik bank yang
menyalurkan pembiayaan. Akan tetapi, dari hasil penjualan tersebut bank hanya
mengambil berdasarkan sisa harga pokok yang mesti dibayarkan nasabah kepada
bank. Apabila rumah tersebut dijual dengan harga lebih tinggi melebihi harga pokok,
maka sisa dari penjualan tersebut tetap menjadi hak milik nasabah. Hal ini
dikarenakan rumah tersebut telah dibeli nasabah dan nasabah telah mengangsurnya
kepada bank. Hal ini dilakukan, sebagai wujud transparansi oleh pihak perbankan dan
menghilangkan unsur riba dalam praktek perbankan.
Selanjutnya proses akhir dari pembiayaan hunian syariah, apabila angsuran
telah jatuh tempo dan utang nasabah telah lunas maka pihak perbankan akan
melakukan proses penyelesaian dari pembiayaan. Disini bank muamalat akan
membuatkan slip pelunasan sebagai tanda bukti bahwa nasabah telah melunasi
kewajibannya terhadap bank. Bank kemudian memberikan setifikat rumah yang telah
menjadi hak milik nasabah sepenuhnya dan membuat pelepasan tanggungan oleh
notaris. Dengan demikian jual beli antara nasabah dan bank dengan menggunakan
akad murabahah ini telah selesai.
D. Hambatan Penerapan Sistem Murabahah dalam Perbankan Syariah
Seperti halnya dengan kegiatan operasioanal perbankan pada umumnya,
perbankan syariah juga memberikan pelayanan dalam menghimpun dana dan
menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa
dalam penerapan sistem murabahah pada perbankan syariah ini juga ada hambatan.
Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang boleh dikatakan baru
ditelinga masyarakat awam. Tidak seperti perbankan konvensioanal yang telah
memulai prakteknya di Indonesia sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia.
Perbankan syariah secara prinsipil menerapkan syariat Islam dalam operasionalnya.
Hal inilah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Tidak hanya itu,
karena perbankan syariah beroperasi secara syariah, maka perbankan syariah bebas
dari bunga. Hal ini menjadikan nasabah bank syariah seperti bank Muamalat tidak
mengenal bunga dalam transaksi perbankan melainkan yang dikenal adalah sistem
bagi hasil.
Bank Muamalat sebagai bank pertama di Indonesia yang beroperasi secara
syariah dalam perkembangannya menemui banyak kendala dalam opersioanalnya.
Hambatan yang terjadi disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap sistem perbankan syariah. Masyarakat pada umumnya berpendapat
operasional perbankan syariah tidak ubahnya dengan operasional pada perbankan
konvensional, hanya saja dalam perbankan syariah terdapat istilah-istilah yang
menggunakan bahasa arab namun, apabila dijelaskan istilah tersebut sama saja
dengan perbankan konvensional. Demikian juga dengan produk-produk perbankan
syariah. Banyak produk perbankan syariah yang kurang dimengerti oleh masyrakat
sehingga masyarakata enggan menggunakan produk tersebut.
Namun, apabila ditelaah lebih lanjut terdapat perbedaan yang sangat juh antara
produk-produk perbankan syariah dengan produk perbankan konvensional. Seperti
halnya produk murabahah dalam perbankan syariah dengan kredit konvensional.
Prinsip dasar yang dipakai dalam praktik murabahah adalah jual beli. Jual beli
yang pembayarannya secara angsuran yang nilai marginnya sudah tercakup di dalam
harga jualnya. Sedangkan kredit yang dipraktekkan dalam industri keuangan
konvensional didasarkan pada prinsip pinjam-meminjam yang menggunakan
instrumen bunga sebagai basis operasionalnya. Dari sisi ini, sudah terlihat perbedaan
mendasar antara praktek murabahah dan kredit konvensional.
Pada prakteknya, murabahah tidak dibenarkan adanya pilihan beberapa harga
yang biasa dipraktekkan oleh industri jasa keuangan konvensional. Semakin lama
waktu pembayarannya maka semakin besar pula nilai uang yang harus dibayarkan.
Disini terjadi prinsip time value of money, yang dipedomani oleh ekonomi
konvensional. Berbeda dengan prinsip yang dipedomani oleh ekonomi Islam yaitu
economic value of time.
Prinsip murabahah tidak membenarkan adanya pilihan harga yang ditetapkan.
Harga awal yang telah disepakati tidak akan berubah berdasarkan waktu
pembayarannya. Jangka waktu pembayaran lama atau tidak, tidak akan
mempengaruhi harga yang telah ditetapkan.
Misalnya transaksi murabahah dalam bentuk pembiayaan kepemilikan rumah.
Dalam hal ini bank syariah terlebih dahulu melakukan transaksi jual beli dengan
developer secara tunai. Disepakati harganya Rp.75 juta. Bank syariah membayar
secara tunai, selanjutnya disepakati angsuran perbulan yang harus dibayarkan
nasabah sebesar Rp.1 juta. Dalam hal ini tidak ada perbedaan nilai harga pembayaran.
Jika nasabah tersebut membayar angsuran selam 1 tahun ataupun 3 tahun,
angsurannya tetap sebesar Rp.1 juta baik di angsur selama 1 tahun ataupun 3 tahun.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dewasa ini, perkembangan Perbankan Syariah cukup mendominasi pangsa
Perbankan di Indonesia. Seperti sebuah magnet yang menarik banyak minat nasabah
dan praktisi perbankan itu sendiri sehingga perbankan konvensional pun tidak mau
ketinggalan untuk membuka Unit Usaha Syariah. Bank Muamalat sebagai bank
pertama Syariah di Indonesia terus mengembangkan produk-produk syariah agar
tidak kalah dengan pesaing-pesaingnya. Namun dengan tetap mengedepankan prinsip
operasional perbankan secara syariah.
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :
1. Sistem Murabahah yang dikembangkan perbankan syariah masih tetap
banyak diminati oleh nasabah. Murabahah secara singkatnya merupakan jual
beli barang dengan tambahan keuntungan.  Pembiayaan Hunian Syariah
merupakan salah satu produk bank Muamalat untuk menyalurkan
pembiayaan dalam kepemilikan rumah. Pembiayaan Hunian Syariah ini
menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah yaitu akad jual beli dimana
nasabah mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan kepada bank,
kemudian pihak bank membeli barang tersebut dan bank  menjual kembali
kepada nasabah secara angsuran.
Penerapan Sistem Murabahah dalam Pembiayaan Hunian Syariah sudah
berdasarkan pada ketentuan syariat Islam. Ketika penerapan sistem
Murabahah ini dilihat dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan. Sebab
akad pada pembiayaan hunian syariah telah jelas akadnya dengan akad
Murabahah Bil Wakalah. Yakni nasabah mewakilkan kepada bank untuk
membeli rumah dan nasabah membayar secara angsuran kepada bank.
Dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan pihak
bank.
Uang muka yang di ambil dari nasabah pada Pembiayaan Hunian Syariah
ini pun, dibolehkan menurut para ulama fiqih. Pengambilan uang muka ini
merupakan tanda jadi, keseriusan nasabah untuk melakukan pembelian dan
sebagai bentuk kehati-hatian bank Muamalat untuk meminimalisir resiko
yang mungkin timbul. Karena tidak dapat disangkal pula bahwa meskipun
sistem operasional bank Muamalat secara syariah bukan berarti sebagai
lembaga keuangan yang tidak berorientasi pada profit. Namun, cara yang
digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan prinsip
syariah, sehingga hasil yang didapatakan terhindar dari unsur riba.
Iuran perbulan atau angsuran nasabah pada pembiayaannya telah
ditentukan di awal akad. Sehingga angsuran tiap bulan tidak berubah
melainkan tetap. Inilah yang menjadi perbedaan kredit pada bank
konvensional, yang mana bank konvensional menerapkan sistem bunga pada
pinjaman. Hal ini menyebabkan jumlah angsuran nasabah tiap bulannya
dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat suku bunga. Hal tersebut di larang
dalam ajaran Islam.
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya telah dapat ditarik
benang merah dari pertanyaan bagaimana penerapan sistem murabahah pada
pembiayaan hunian syariah Muamalat penerapannya telah berdasarkan
ajaran Islam dan benar-benar terhindar dari unsur gharar atau ketidak jelasan
dari transakasi yang dilakukan.
2. Adapun hambatan yang ditemui dalam penerapannya yaitu diantaranya :
a. Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan Hunian Syariah kepada
bank Muamalat namun, rumah tersebut belum memiliki sertifikat. Hal ini
kemudian dapat menghambat proses pembiayaan.
b. Banyak nasabah yang belum paham betul akan bagaimana sistem
murabahah tersebut sehingga kurang meminatinya. Karena banyak Istilah
perbankan dalam bahasa Arab yang di anggap baru bagi nasabah.
c. Nasabah cenderung hanya ingin menabung pada Bank Syariah untuk
menyimpan dana ketimbang menggunakan produk perbankan syariah.
d. Nasabah masih lebih memilih untuk mengajukan kredit kepemilikan
rumah pada bank konvensional daripada mengajukan pembiayaan pada
Bank Syariah.
B. Saran
1. Untuk kelancaran pelaksanaan sistem Murabahah pada produk Pembiayaan
Hunian Syariah Muamalat diperlukan sumber daya yang handal bagi
pelaksana dalam hal ini perbankan syariah, hal ini dimaksudkan agar dalam
penerapannya tidak melenceng dari aturan syariat Islam tentang Murabahah.
2. Pihak perbankan harus lebih meningkatkan transparansi dan ketekunan untuk
memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk perbankan
syraiha dan keunggulannya agar mampu menraik minat nasabah
menggunakan produk perabnkan syariah khususnya bank Muamalat.
3. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Isam harus memiliki
kesadaran untuk menabung dan menggunakan produkk-produk perbankan
syariah yang jauh dari unsur gharar dan riba.
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